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hadirat Allah Yang Maha Rahman dan Rahim. Atas karunia dan ridha-Nyalah penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang beijudul : “TANGGUNG JAWAB 
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(STUDI PADA YAYASAN PENDIDIKAN KURNIA SRIGUNA)*
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memperoleh gelar Saijana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 
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berbagai pihak yang diharapkan menjadi masukkan dan yang bersifat membangun 

dalam penyempurnaan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb

Palembang, Mei 2009 

Penulis

Palmarita Apriliansi
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara 

untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan 

Pemerintah. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu upaya 

peningkatan dalam bidang pendidikan. Untuk melaksanakan pendidikan ini bukan 

hanya dibebankan kepada Pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab 

seluruh masyarakat atau pihak swasta dengan mendirikan perguruan swasta.

Perguruan swasta sebagai bagian dari system pendidikan nasional juga perlu 

ditingkatkan pengaturan dan pembinaanya supaya lebih berperan dan lebih 

bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan 

kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan tetap mempertahankan ciri

1
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khasnya, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan pendidikan oleh swasta ini dilaksanakan oleh suatu yayasan.

Yayasan yang kita kenal sebelum adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2001 

merupakan peninggalan pemerintah Belanda yang banyak digunakan pada saat itu. 

Perundang-undangan sama sekali tidak mengatur tentang yayasan dan hanya dalam 

beberapa undang-undang disebut adanya yayasan. Yayasan berasal dari bahasa 

Jerman STIFTUNG dan STICHTING dalam bahasa Belanda.

Sejak tanggal 06 Agustus 2001, Indonesia telah memiliki suatu Undang- 

Undang yang mengatur tentang Yayasan, sebelum lahirnya Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian Yayasan di 

Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin, dan 

yurisprudensi. Selain untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan 

telah dipergunakan untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yayasan.

Dalam Undang-Undang Yayasan dikehendaki bahwa yayasan harus berbentuk 

badan hukum, mempunyai kekayaan sendiri, dan kegiatannya berada di bidang sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan bukan sebuah perusahaan yang mencari 

keuntungan, melainkan lembaga yang nirlaba. Yayasan dapat mencari dana untuk 

mendukung kegiatannya, dangan cara mendirikan badan usaha maupun ikut serta 

dalam penyertaan modal pada suatu perusahaan.

i

S. Wodjowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia, Jakarta, PT. Ichtiar Baru-Vanhove
1978, halaman. 643
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Setelah adanya Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, dalam pasal 

1 ayat (1) disebutkan bahwa “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas 

kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang 

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”. Yayasan 

didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan 

pendirinya sebagai kekayaan awal. Ditinjau dari pendiriannya, yayasan dapat dibagi 

menjadi dua macam2 yaitu Yayasan yang didirikan oleh penguasa atau pemerintah 

dan Yayasan yang didirikan oleh perorangan atau swasta.

Yayasan yang didirikan oleh pemerintah sebelum dikeluarkannya Undang- 

Undang Yayasan, ada yang didirikan hanya dengan Surat keputusan dari Pejabat yang 

berwenang untuk itu dan ada yang didirikan dengan akta notaris. Yayasan yang 

didirikan oleh swasta atau perorangan biasanya dilakukan dengan akta notaris. 

Namun, setelah adanya Undang-Undang Yayasan, maka pendirian yayasan harus 

dengan akta notaris. Kekayaan yang dipisahkan datang dari pendiri atau pengurus 

yayasan yang bersangkutan.

Yayasan sebagai sebuah badan hukum yang dapat dibebani hak dan 

kewajiban, harus memiliki alat perlengkapannya sehingga mampu mengurus dirinya 

sebagaimana manusia pada umumnya. Untuk yayasan alat perlengkapannya telah 

ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan. Sebagai badan hukum yang mempunyai 

maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, Yayasan

sosial,

2 Nindyo Pramono, Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia, Makalah disampaikan dalam 
Forum Sarasehan tentang Yayasan yang diselenggarakan oleh YBKS Surakarta di Surakarta, 11 
Februari 20002.

i
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terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Yayasanmempunyai organ yang 

memerlukan orang atau manusia untuk menjalankan kegiatannya.

Yang menjalankan kepengurusan ini adalah pengurus dan sebuah yayasan. 

Ketentuan ini terdapat dalam pasal 31 UU No.28 Tahun 2004 yaitu:

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.

(2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu 

melakukan perbuatan hukum.

(3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Undang-Undang Yayasan memberikan kebebasan kepada yayasan untuk 

mengangkat anggota pengurus, yang tidak harus berasal dari dalam yayasan. Jika ada 

pengurus yang diangkat dari luar yayasan sama sekali tidak dilarang. Sehingga dalam

hal ini, Undang-Undang Yayasan menganut asas bebas dan terbuka dalam 

pengangkatan pengurus. Pengurus yang diangkat melalui rapat Pembina, sehingga 

pengurus yang telah diangkat dalam rapat Pembina, memiliki masa jabatan yang 

terbatas seperti pada umumnya yang berlaku pada Pejabat Negara/Pemerintah 

maupun pejabat perusahaan.

Adanya pembatasan masa jabatan itu tujuannya untuk menghindari agar 

jangan sampai kekuasaan pengurus menjadi tidak terbatas di tangan sekelompok 

orang. Selain itu dengan masuknya pengurus baru ke dalam yayasan, dimaksudkan 

untuk penyegaran dalam kepengurusan yayasan, dan untuk kepentingan sehingga 

dapat meningkatkan kemajuan dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan.

r
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terutama dalam tidakPeranan pengurus sangat besar pada suatu yayasan 

adanya pendiri. Dalam menjalankan yayasan inilah perbuatan yang dilakukan 

pengurus yang sering disebut dengan istilah melakukan perbuatan hukum. Pengurus 

merupakan organ eksekutif dalam yayasan, karena pengurus yang melakukan 

pengurusan baik di dalam atau di luar yayasan. Pengurus yang menjalankan roda

yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Semua perbuatan pengurus 

yang dilakukan atas nama yayasan, merupakan perbuatan yayasan.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang terjadi tentang perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh pengurus yayasan antara lain: kasus pertama dengan 

H.M. Soeharto selaku selaku Ketua Yayasan Supersemar, Dharmais, Dakab, 

Damandiri, Trikora, Yayasan Dharma Bhakti Muslim Pancasila dan Yayasan Gotong 

Royong Kemanusiaan, pada sekitar tahun 1979 s/d 1998 telah secara melawan hukum 

atau telah menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan yaitu: telah menggunakan/menerbitkan Keppres dan Peraturan Pemerintah 

sebagi sarana untuk mengumpulkan dana masyarakat melalui yayasan-yayasan yang 

dipimpin oleh tersangka HM. Soeharto, dengan tujuan untuk kepentingan sosial, 

kemanusiaan, pendidikan, namun tersangka selaku Ketua Yayasan-yayasan tersebut, 

telah menggunakan sebagian besar keuangan yayasan yang berhasil dikumpulkan 

tersebut untuk keuntungan/memperkaya keluarga/kroni tersangka atau setidak- 

tidaknya keuangan yayasan tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan lain3.

3 http://www.indonesiakini.com/bacaberita.cfin7detaiHRak.25062000.I1443
Minggu, 25-06-2000 Indonesiakini, Jakarta 11:04:44

I

http://www.indonesiakini.com/bacaberita.cfin7detaiHRak.25062000.I1443
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Berdasarkan kasus yang terjadi di atas bahwa adanya pengurus yayasan yang 

melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan yayasan tersebut 

bahkan negara. Hal ini tidak dipikirkan pelaku, yang penting ia dapat menguntungkan 

dirinya sendiri. Oleh sebab itu kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

pengurus yayasan perlu dipertanggungjawabkan dan adanya sanksi dan pengawas.

Dengan adanya Undang-Undang Yayasan, maka berbagai ketentuan diatur di 

dalamnya mengenai tugas dan pertanggungjawaban organ Yayasan, baik ke dalam 

maupun ke luar, pertanggungjawaban pengurus dapat dihubungkan dengan tugas dan 

wewenang yang melandasi kegiatan para pengurus. Dalam kamus umum Bahasa 

Indonesia, tanggung jawab diartikan yaitu “keadaan wajib menanggung sesuatunya 

kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya”. 4

Dalam hal pengurus menjalankan suatu kegiatan yayasan dapatlah dikatakan 

bahwa pengurus telah melakukan kesalahan atau kelalaian, maka dapatlah disebut 

bahwa pengurus tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selama 

pengurus dapat menjalankan tugasnya dengan baik mungkin tidak ada permasalahan, 

sebaliknya jika pengurus di dalam menjalankan tugasnya ternyata dinilai oleh 

Pembina merugikan yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan dapat 

diberhentikan dalam rapat Pembina sebelum masa jabatan pengurus berakhir. 

Pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib dilakukan dengan itikad baik dan penuh 

tanggung jawab.

WJ.S. Poerwadarwita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 
halaman 114 1976,

I
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Sebagai konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab tersebut, maka apabila 

pengurus menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan 

mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga, Pasal 35 ayat (5) Undang- 

Undang Yayasan memberikan sanksi.

Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan 

mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam 

segala kejadian, mengikat yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan yayasan 

serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun 

kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan (pasal 36, 37, dan 38 Undang-Undang 

Yayasan)

serta berhak

Berhubung dengan status yayasan sebagai badan hukum maka ada beberapa 

hal yang perlu mendapat perhatian yaitu bagaimanakah batasan-batasan 

pertanggungjawaban pengurus dalam hal melakukan perbuatan hukum dan atau 

perbuatan melawan hukum, tanggung jawab perbuatan hukum dan melawan hukum 

pengurus yayasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan kepada pihak ketiga.

Melalui uraian-uraian di atas dapat di ambil suatu uraian mengenai begitu 

pentingnya kedudukan pengurus dalam hal menjalankan suatu yayasan, karena untuk 

menentukan siapakah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus berkaitan dengan kedudukan

pengurus yang 

atas nama yayasan melakukan perbuatan- 

perbuatan hukum ke luar atau ke dalam yayasan, dimana dalam

dan

yayasan yang merupakan badan hukum serta kaitannya dengan 

bertindak sebagai wakil yang untuk dan

suatu hal tertentu
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perbuatan yang dilakukan pengurus dapat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan 

dalam Undang-Undang Yayasan atau Anggaran Dasar Yayasan.

Ada kalanya sikap atau perbuatan hukum yang dilakukan pengurus tidak 

sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang atau Anggaran Dasar yang sering 

dikenal dengan istilah “perbuatan melawan hukum” yang mengakibatkan kerugian 

pada yayasan ataupun pihak ketiga.

Atas dasar uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk mengkaji dan 

menganalisis mengenai tanggung jawab pengurus yayasan terhadap perbuatan hukum 

dan perbuatan melawan hukum, yang akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan 

judul “TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN TERHADAP

PERBUATAN MELAWAN HUKUM” (STUSI PADA YAYASAN

PENDIDIKAN KURNIA SRIGUNA)

B. Permasalahan

Berlatar belakang pada uraian di atas, maka permasalahan yang timbul adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pengurus yayasan terhadap perbuatan melawan 

hukum?

2. Bagaimana tindakan badan Pengawas dalam memberikan sanksi jika pengurus 

yayasan melakukan perbuatan melawan hukum?

r
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C. Tujuan

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui tanggung jawab pengurus yayasan terhadap perbuatan melawan

hukum.

2. Mengetahui tindakan badan pengawas dalam memberikan sanksi jika 

pengurus yayasan melakukan perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Dari aspek teoritis melalui skripsi ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran bagi dunia ilmiah dalam memperkaya pengetahuan,

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu di bidang hukum, ilmu hukum

perdata khususnya tentang hukum yayasan.

2. Dari aspek praktis melalui skripsi ini diharapkan mampu memberikan 

masukan bagi pihak yang berwenang dalam melakukan pemasyarakatan 

Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan mampu 

memberikan gambaran kepada para praktisi hukum mengenai yayasan, 

misalnya: Notaris, PPAT.

I
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penelitian skipsi ini adalah karya ilimiah, tulisan ilimiah, surat kabar, 

buku-buku pedoman hukum, dan internet, 

c. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus hukum.

2. Data Primer

Data sebagai penunjang diperoleh secara langsung melalui wawancara

kepada pengurus Yayasan Pendidikan Kumia Sriguna Palembang.

3. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh akan dianalisis secara 

kualitatif dalam arti data tersebut diuraikan dan dihubungkan 

sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan 

kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

secara

r
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